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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah putusan 

dalam pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah menjadi 

pengadilan khusus yang berada pada lingkup peradilan tata usaha negara 

yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian, terkait 

pembinaan pengadilan pajak yang berkaitan dengan organisasi, keuangan, 

dan tata usaha menjadi kewenangan Mahkamah Agung paling lambat 

tanggal 31 Desember 2026. Departemen Keuangan (Kementerian 

Keuangan) tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan 

pembinaan pengadilan pajak. 

2. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah memberikan 

waktu kepada Mahkamah Agung untuk membina pengadilan pajak. Selain 

itu, batasan waktu yang diberikan juga dimaksudkan agar pembuat undang-

undang dapat menyusun aturan hukum terkait pengadilan pajak, termasuk 

hukum acara yang akan digunakan dalam persidangan pengadilan pajak. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis Analisis Yuridis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Pasal 5 Ayat (2) Undang -Undang 
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Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, memberikan saran berupa 

beberapa hal sebagai berikut; 

1. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang disarankan untuk 

menjadikan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadiln Pajak masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka untuk dirubah 

dengan alasan mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi. 

2. Dalam proses pengalihan kewenangan Kementrian Keuangan ke 

Mahkamah Agung haruslah dilakukan dengan proses sinkonisasi dan 

harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan cermat agar 

tidak ada pihak yang dirugikan.  

3. Kementrian Keuangan harus turut serta aktif dalam proses peralihan ini dan 

berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar proses peralihan ini dapat 

disinkronisasikan dengan baik dan terharmonisasikan setiapkebijakannya. 

4. Mahkamah Agung haruslah mempersiapkan proses peralihan ini dengan 

cermat dan berkolaborasi degan segala pihak terkait terutama dengan 

Kementrian Keuangan agar dapat melakukan pemetaan dan pembentukan 

hal-hal pentingyang perlu dilakukan dalam proses peralihan kewenangan 

pembinaan pengadilan pajak ini, seperti sekretariat, organisasi, 

administrasi dan keuangan serta sarana dan prasarana pengadilan pajak. 
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